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PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA 

NASIONAL INDONESIA BIDANG RISET DAN INOVASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memajukan pengembangan riset dan 

inovasi di Indonesia diperlukan upaya strategis, salah 

satunya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia yang kompeten dan profesional di bidang riset 

dan inovasi sesuai dengan standar kompetensi kerja; 

b. bahwa untuk keseragaman dalam pemenuhan kapasitas 

dan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

perencanaan pengembangan standar kompetensi kerja 

bidang riset dan inovasi secara menyeluruh dan 

terencana; 

c. bahwa belum ada pengaturan mengenai rencana induk 

pengembangan standar kompetensi kerja nasional 

Indonesia bidang riset dan inovasi, sehingga perlu diatur; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional 
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tentang Rencana Induk Pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan 

Inovasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6374); 

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

257); 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 258); 

6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR 

KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG RISET 

DAN INOVASI.  

 

 

 

Pasal 1 
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Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap 

individu yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang 

selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan 

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang 

relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang 

selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan 

antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, 

serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan Kompetensi Kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor.  

4. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Riset dan 

Inovasi yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Bidang Riset 

dan Inovasi adalah dokumen rencana program 

pengembangan SKKNI di bidang riset dan inovasi yang 

disusun Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku 

instansi pembina bidang riset dan inovasi. 

5. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang 

sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang 

SKKNI.  

6. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang 

kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan 

usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam 

menyusun standar kompetensi. 

7. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya 

disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam 

menyelenggarakan penelitian, pengembangan, 
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pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, 

penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan 

keantariksaan yang terintegrasi. 

8. Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan 

Pengembangan Profesi adalah komite standar kompetensi 

bidang riset dan inovasi yang merupakan unit kerja di 

lingkungan BRIN.  

 

Pasal 2 

(1) Kepala BRIN menetapkan RIP SKKNI Bidang Riset dan 

Inovasi sebagai acuan dalam penyusunan SKKNI bidang 

riset dan inovasi. 

(2) RIP SKKNI Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun 

untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.  

(3) RIP SKKNI Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi setiap tahun. 

(4) RIP SKKNI Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini.  

 

Pasal 3 

(1) Penyusunan RIP SKKNI Bidang Riset dan Inovasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada 

Peta Kompetensi bidang riset dan inovasi. 

(2) Peta Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Kepala BRIN. 

 

Pasal 4 

Komite standar kompetensi bidang riset dan inovasi 

menyusun RIP SKKNI Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), SKKNI, dan KKNI bidang 

riset dan inovasi. 

 

 

Pasal 5 
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Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 17 Mei 2022 

 

KEPALA  

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

LAKSANA TRI HANDOKO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 20 Mei 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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